
YOGYA (KR) - Kantor Kementerian

Agama (Kemenag) Kota Yogya terus

berkomitmen mengajak tokoh agama

untuk menjalin sinergi dalam melayani

umat. Hal tersebut tercermin dalam

rangkaian Hari Amal Bhakti (HAB) ke-

77 Kementerian Agama, Kepala Kantor

Kemenag Kota Yogya dan jajaran men-

emui tokoh agama Hindu pada Jumat

(30/12) lalu. Kegiatan berlangsung di

Pura Padma Bhuwana Saraswati Jalan

Mawar Baciro.

Kepala Kantor Kemenag Kota Yogya

H Nadhif SAg MSI, menyampaikan pi-

haknya ingin bisa membangun sinergi

bersama para tokoh agama. "Kami ber-

harap tokoh agama bisa saling berbagi

pengalaman, untuk menambah kompe-

tensi kami dalam melayani masyara-

kat," ungkapnya.

Ia juga menyebut Kementerian

Agama dalam usianya yang ke-77,

ingin terus memberikan pelayanan ter-

baik kepada seluruh umat. Dalam ke-

sempatan tersebut Nadhif didampingi

para kepala seksi, penyelenggara dan

pelaksana. Rombongan diterima lang-

sung Ketua Persaudaraan Hindu

Darma Indonesia (PHDI) Ketut

Sandiada, didampingi para pengurus

PDHI dan pengurus pura serta

Penyuluh Agama Hindu Ahli Madya

Drs Dewa Putu Gede Raka MPdH.

Ketut Sandiada menyambut baik

kunjungan tersebut dan berharap de-

ngan silaturahmi bisa menciptakan

kerukunan dan kedamaian. 

"Kesejahteraan tidak akan terwujud

tanpa adanya kedamaian, karena

orang akan takut beraktivitas jika kon-

disi keamanan tidak terjamin," jelas-

nya.

Ia pun menerangkan Pura Padma

Bhuwana Saraswati dibangun sejak

2008, setelah sebelumnya terkena

dampak gempa bumi. Tempat ibadah

itu pun menjadi satu-satunya Pura

yang ada di Kota Yogya.             (Dhi)-d
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Kepala DLH Kota Yogya

Sugeng Darmanto, meng-

aku kemarin pihaknya ha-

rus mengerahkan tiga puluh

unit armada yang diberang-

katkan ke TPA Piyungan.

"Hari ini (kemarin) kami

masih harus menolkan sam-

pah hasil tahun baru karena

Minggu kan TPA Piyungan

tutup," terangnya.

Menurutnya, banyak sam-

pah yang berada di TPS

maupun depo masih ber-

campur antara organik dan

anorganik. Padahal sesuai

kebijakan walikota, per

Januari 2023 gerakan zero

sampah anorganik sudah

resmi digulirkan. Sehingga

harapannya sampah jenis

anorganik sudah tuntas se-

jak dari produsen. Akan

tetapi saat momentum tahun

baru, banyak pengunjung

dari berbagai daerah yang

tumpah ruah di wilayah

Kota Yogya. Jenis sampah

yang dihasilkan pun tidak

dapat langsung dipilah an-

tara anorganik dan organik.

Alhasil, petugas yang meng-

angkut sampah dari TPS

maupun depo masih harus

melakukan pemilahan.

Sugeng mengaku, kendati

gerakan zero sampah anor-

ganik sudah bergulir namun

proses sosialisasi dan

edukasi masih akan terus di-

jalankan. Dirinya berharap

ada kesadaran yang tinggi

dari seluruh unsur elemen

masyarakat dalam melaku-

kan pemilahan dan pem-

buangan sampah. "Ini kan

berkaitan dengan meng-

ubah budaya di masyarakat

maupun dunia usaha.

Tentunya bukan hal yang

mudah dan harus terus

diberikan sosialisasi secara

terus-menerus," imbuhnya.

Sesuai komitmen lintas

instansi, keberadaan depo

juga akan dijaga oleh petu-

gas. Hal ini untuk men-

gawasi agar sampah yang

masuk ke depo merupakan

residu atau sampah organik

saja. Namun demikian tan-

tangan yang muncul ialah

keberadaan TPS di wilayah

yang luput dari penjagaan.

Tidak jarang masyarakat

yang langsung membuang

sampah ke TPS tanpa di-

dahului dengan pemilahan.

"Tapi kita sudah minta ke

wilayah agar ikut men-

gawasi TPS yang tidak dija-

ga. Harus butuh keber-

samaan," tandasnya.

Penjabat (Pj) Walikota

Yogya Sumadi SH MH,

mengaku masih akan mela-

kukan evaluasi secara

berkala. Meski gerakan zero

sampah anorganik sudah

bergulir per Januari 2023

namun diakuinya perlu ada

penyesuaian di masyarakat.

Oleh karena itu pihaknya

masih akan melihat respons

dari masyarakat setelah ke-

bijakan tersebut dijalankan.

"Satu atau dua bulan nanti

akan kita evaluasi. Yang je-

las kebijakan ini perlu kita

ambil agar persoalan sam-

pah tidak terus berulang.

Memang tidak populis, na-

mun urusan sampah menja-

di kebutuhan karena kita se-

mua tidak menghendaki ada

tumpukan sampah karena

TPA Piyungan sudah

penuh," urainya. (Dhi)-d

GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK RESMI BERGULIR

Petugas 'Bergelut' Tuntaskan Sisa Sampah Tahun Baru
YOGYA (KR) - Momentum tahun baru yang bertepatan dengan

hari Minggu membuat petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kota Yogya harus bergelut atau bekerja ekstra dalam menuntaskan
persampahan. Hal ini karena pada hari tersebut TPA Piyungan ter-
jadwal libur sehingga pembuangan sampah baru bisa dilakukan
Senin (2/1) kemarin.

YOGYA (KR) - Realisasi peneri-

maan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Kota Yogya sepanjang tahun

2022 lalu mampu menembus 108,01

persen dari target, atau Rp 97,2 mili-

ar dari target Rp 90 miliar.

Sedangkan pada tahun ini target di-

naikkan menjadi Rp 104 miliar.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya

Sumadi SH MH, mengungkapkan ke-

naikan target pendapatan PBB tahun

2023 merupakan sebuah kenis-

cayaan. Hal ini karena sektor pajak

sangat diandalkan guna membiayai

urusan pemerintahan serta pemba-

ngunan. "Capaian tahun lalu yang

mampu melebihi target perlu kita

apresiasi. Ini juga menjadi tantangan

karena target tahun ini dinaikkan

menjadi Rp 104 miliar," jelasnya di

sela penyerahan secara simbolis Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT) PBB tahun 2023, Senin (2/1).

Sejak awal dirinya sudah meminta

organisasi perangkat daerah (OPD)

teknis untuk mampu menyerahkan

SPPT PBB lebih awal. Dengan begitu

harapannya capaiannya lebih maksi-

mal serta target yang ditetapkan

mampu tercapai. Sehingga hari per-

tama masuk kerja di tahun 2023,

SPPT PBB langsung diserahkan ke

aparatur wilayah. Harapannya

perangkat kelurahan langsung

mendistribusikannya ke wajib pajak.

Menurut Sumadi, PBB merupakan

salah satu bukti andil masyarakat

dalam terlibat langsung dalam pem-

bangunan. Pasalnya, perolehan pajak

salah satunya dari PBB akan digu-

nakan untuk membiayai aktivitas pe-

merintahan dan memenuhi belanja

daerah. Pemkot Yogya pun berupaya

untuk mampu mandiri dengan tidak

hanya bergantung terhadap dana

transfer dari Pemerintah Pusat. "Kita

tentu akan terus mendorong agar wa-

jib pajak taat menunaikan kewajiban-

nya. Di samping itu kita juga

berkomitmen dalam memfasilitasi ke-

mudahan masyarakat dalam mem-

bayar pajak," katanya.

Sejumlah kegiatan untuk memu-

dahkan pembayaran PBB juga telah

disiapkan. Di antaranya kegiatan

pembayaran massal di balaikota,

jemput bola  di wilayah, loket di ke-

mantren, kerja sama dengan sejum-

lah perbankan, kantor pos dan laku

pandai. Dirinya juga sudah meminta

setiap petugas untuk menggunakan

cara yang inovatif.

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BP-

KAD) Kota Yogya Wasesa, menu-

turkan jumlah SPPT PBB yang diter-

bitkan tahun ini mencapai 96.426

lembar dengan total ketetapan Rp

131,7 miliar. Ada kenaikan yang

cukup signifikan dibandingkan

tahun lalu yang mencapai 95.660

lembar. "Jatuh tempo pembayaran

PBB memang 30 September, namun

harapan kami masyarakat yang

telah menerima SPPT bisa segera

membayarkan tanpa menunggu

jatuh tempo," jelasnya.

Dengan penyerahan SPPT PBB

yang lebih awal diharapkan mampu

memberikan cukup waktu bagi ma-

syarakat. Targetnya maksimal pada

31 Maret 2023 seluruh SPPT sudah

mampu terdistribusi ke tiap wajib pa-

jak. Sehingga ketika wajib pajak me-

nilai ada data yang kurang sesuai, da-

pat langsung diajukan untuk pembe-

tulan. Kerap ditemui, pengajuan

pembetulan dilakukan mendekati

jatuh tempo sehingga sisa waktunya

menjadi kurang optimal.         (Dhi)-d

DISTRIBUSIKAN SPPT PBB LEBIH AWAL

2023, Pemkot Yogya Targetkan Rp 104 Miliar

Temui Tokoh Hindu, Kemenag Kunjungi Pura

YOGYA(KR) - Ketaatan terhadap aturan dan peningkat-

an kualitas layanan bagi masyarakat harus selalu menjadi

prioritas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk di

lingkungan Pemda DIY. Karena layanan bagi masyarakat

harus tetap dikedepankan. 

Sebagai bentuk komitmen dari hal itu Pemda DIY tidak

segan akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang

ada apabila ditemukan ada ASN yang bolos setelah libur tahun

baru. Walaupun saat hari pertama masuk setelah libur tahun

baru Pemda DIY tidak menemukan adanya ASN yang membo-

los. "Memang, saat libur tahun baru ada beberapa ASN yang

mengambil cuti. Tapi kami pastikan pada hari pertama masuk

setelah libur tahun baru semua ASN di lingkungan Pemda DIY

tidak ada yang bolos," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY  Drs

K Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Senin (2/1).

Diungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima dari

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY tidak ada satu pun

ASN yang tak hadir tanpa keterangan (bolos) dihari pertama

kerja pada awal tahun. Jadi berdasarkan pemantauan dan

presensi yang ada semua masuk sesuai dengan jadwal yang

sudah ditentukan. 

Pihaknya menilai para ASN tidak membolos selain ber-

tentangan dengan aturan yang ada jugs karena sudah men-

dapat waktu istirahat yang cukup sebab momen pergantian

tahun jatuh pada Minggu (1/1). Sehingga setelah merayakan

malam pergantian tahun mereka masih memiliki waktu un-

tuk istirahat. Sehingga para ASN tidak memiliki alasan un-

tuk tidak masuk di hari Senin (2/1). Karena mereka sudah

tahu konsekuensinya bahwa jika melakukan pelanggaran

bisa terancam sanksi. "Saya kira selain mereka diberi kesem-

patan untuk mengambil cuti, momentum tahun baru kali ini

bertepatan dengan hari minggu, jadi mereka bisa leluasa ti-

dak perlu lagi penundaan masuk atau terlambat. Karena

malam tahun barunya malam Minggu. Jadi saat saya

lakukan pengecekan ke  BKD mereka masuk seperti biasa

dan tidak ada yang terlambat," katanya.                           (Ria)-d

KR-Istimewa

Jajaran Kantor Kemenag Kota Yogya mengunjungi Pura Padma Bhuwana

Saraswati.

KR-Ardhi Wahdan

PJ Walikota Yogya menyerahkan SPPT PBB 2023 ke perangkat wilayah

untuk diteruskan ke tiap wajib pajak.

KR-Ardhi Wahdan

Petugas kebersihan masih harus melakukan pemilahan sampah di salah satu TPS di

Kotabaru, Senin (2/1).

HARI PERTAMA MASUK KERJA

Pemda DIY Tak Temukan Ada ASN Bolos

YOGYA (KR) - Kebijakan pencabutan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Peme-

rintah Pusat diharapkan tidak disalahartikan oleh masyara-

kat. Warga pun diimbau agar tidak lantas euforia dengan

mengabaikan protokol kesehatan (prokes).

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH mengaku

ada penafsiran yang salah dari sebagian masyarakat terkait

pencabutan PPKM oleh Pemerintah Pusat. "Tadi kami men-

dadak ada rapat dengan sejumlah kementerian terkait kebi-

jakan pencabutan PPKM ini. Perlu kami sampaikan bahwa

pandemi belum berakhir. Jadi jangan sampai salah mengar-

tikan dan jangan juga sampai euforia," tandasnya, Senin (2/1).

Menurutnya, pemerintah mengambil langkah untuk men-

cabut PPKM karena indeks kekebalan tubuh sudah tinggi

atau mencapai 98,3 persen. Hal itu juga dapat dilihat setelah

tidak adanya lonjakan kasus usai beberapa kali libur pan-

jang yang diikuti dengan tingginya aktivitas masyarakat pa-

da tahun ini. Kondisi itu jauh berbeda pada tahun 2021 si-

lam, di mana usai libur panjang kasus Covid-19 lantas mel-

onjak tajam.

Oleh karena itu seiring kondisi imunitas yang sudah baik,

harapannya tetap diimbangi dengan penerapan protokol ke-

sehatan dalam setiap kegiatan. Dengan begitu status pande-

mi bisa segera berubah menjadi endemi, namun hal itu tetap

menunggu hasil penilaian dari WHO.  "Pemerintah berha-

rap untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa ya

masih menggunakan masker. Bagi yang belum vaksinasi

booster juga segera. Jangan sampai euforia bahwa PPKM

sudah dicabut kemudian dibebaskan," imbaunya.

Terkait vaksinasi booster di Kota Yogya, menurut

Sumadi, capaiannya sudah bagus jika dibandingkan da-

erah lain. Booster dosis pertama sudah mencapai di atas

100 persen.  (Dhi)-d

PPKM Dicabut, Warga Diimbau Tak Euforia


